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Abstrak 
Kota Surabaya masih dijumpai anak-anak yang mengamen di berbagai tempat seperti di Taman Bungkul, Ketintang, traffic light dan lain lain. Anak anak pada malam hari berkeliaran di daerah Ketintang Kota Surabaya dengan membawa kotak kecil dengan bertuliskan “sumbangan untuk sekolah” dengan mengamen. Pada dasarnya Pemerintah Kota Surabaya telah membuat regulasi yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaga sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya salah satunya yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kampung Anak Negeri yang menampung anak terlantar, anak jalanan, dan anak putus sekolah. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis mengenai tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar di UPTD KAN Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk permasalahan pertama, yakni inventarisasi peraturan perundang-undangan. Permasalahan kedua merupaakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Berdasarkan hasil dan analisis bahwa tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar pada dasarnya menjadi tanggungjawab bersama yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dalam penelitian penelitian ini yaitu melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas melalui UPTD KAN. Upaya UPTD KAN Kota Surabaya dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar yaitu upaya preventif maupun upaya represif, namun demikian upaya tersebut masih belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan minat belajar atau sekolah dari diri anak itu sendiri sangat rendah. Kurangnya sistem pengawasan di UPTD KAN juga sangat kurang dikarenakan sedikitnya pengawas. Selain itu kelengkapan administrasi anak-anak yang ada di UPTD KAN tidak lengkap dan tidak adanya identitas khusus bagi anak terlantar akan mempersulit dalam proses pendaftaran sekolah.
Kata Kunci: Hak Pendidikan, Kota Surabaya, Anak .
Abstract
The city of Surabaya still finds children singing in various places such as Bungkul Park, Ketintang, traffic lights, and others. At night, children roam the Ketintang area of ​​Surabaya with a small box with the words “donations for school” written on them. The Surabaya City Government has made regulations, namely the Regional Regulation of the City of Surabaya Number 6 of 2011 concerning Implementation of Child Protection and Regional Regulation of the City of Surabaya Number 16 of 2012 concerning the Implementation of Education. One of the social institutions owned by the Surabaya City government is the Regional Technical Implementation Unit of the Kampung Anak Negeri which accommodates abandoned children, street children, and school dropouts. The purpose of this study is to analyze the state’s responsibility for fulfilling the right to education for neglected children in UPTD KAN Surabaya. This research is a normative study for the first problem, namely the inventory of laws and regulations. The second problem is empirical juridical research using primary and secondary data. Based on the result and analysis that the state’s responsibility for fulfilling the right to education for neglected children is a shared responsibility of the government, regional government, and public. The regional government in this research is through the Surabaya City Social Service in carrying out some of the Dinas’s tasks through UPTD KAN. Effort to up Surabaya City in implementing the fulfillment of the right of education to neglected children namely preventive and repressive effort, however, these efforts are still not effective, this is because the interest in learning or schooling of the children themselves is very low. The lack of a supervisory system at the board is also very lacking due to the lack of supervisors. Other than that the completeness of the administration of children in UPTD KAN is incomplete and the absence of a special identity for neglected children will complicate the process of school registration.
Keywords: Education rights, Surabaya City, Child.

PENDAHULUAN 
Anak sebagai generasi muda memiliki berbagai problematika yang selalu dinamis (Sudarso 2006). Problematika tersebut menjadi perhatian di sebagian 
kalangan masyarakat, khususnya terkait kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan (legal structure) maupun perangkat hukum (legal substance) yang lebih mantap dan memadai (Hadiwijoyo 2015). Karakter tentang ilmu hukum tidak hanya dimaknai sebagai an sich peraturan perundang-undangan saja, melainkan hukum seharusnya juga mencakup lembaga (institution)  dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu (Kusumaatmadja 1986). Tujuan hukum sebagaimana digagas Gustac Radbruch antara lain kepastian hukum, keadilan hukum, maupun kemanfaatan hukum(Utrecht 1959). 
Konteks pemenuhan hak anak dikaitkan dengan instrumen hukum menjadi menarik karena hak yang melekat pada anak merupakan hal yang sangat penting karena anak termasuk golongan yang sangat rawan, dalam artian anak rawan terhadap kejahatan seksual, eksploitasi, dipekerjakan untuk kepentingan pihak-pihak tidak bertanggungjawab dan tindakan lain (Rasjid 2014). Perlindungan kedua karena kebutuhan sosial, jasmani rohani dan tumbuh kembang anak mengalami hambatan. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkup Perlindungan:

a. Perlindungan yang pokok meliputi: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.

b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.

c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya(Gultom 2008).
Berdasarkan uraian di atas bahwa perlindungan pokok pada anak yang perlu mendapat perhatian yaitu salah satunya berupa pendidikan. 

Pengaturan lebih lanjut terkait hak pendidikan ditegaskan pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Uraian pasal di atas dapat diinterpretasikan bahwa setiap orang baik anak-anak, orang tua, perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, maupun anak terlantar berhak memperoleh pendidikan. Pengaturan lebih lanjut mengenai fakir miskin dan anak terlantar diatur dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara”. Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat dimaknai bahwa fakir miskin dan anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara termasuk hak mendapatkan pendidikan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau membutuhkan perlindungan khusus (children in need of special protection)(Suyanto 2013).
Hak-hak anak di atur secara rinci dalam Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan bangsa-Bangsa padaa tahun 1989. Sehingga Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres RI Nomor 36 Tahun 1990. Implikasi atas ratifikasi KHA maka Indonesia wajib menyusun regulasi secara khusus yang berkaitan dengan perlindungan anak. Secara yuridis, Indonesia mempunyai peraturan-peraturan tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya mengenai kewajiabn Penmerintah menyelenggarakan pendidikan pada anak terutama pada anak terlantar. Berdasarkan hal tersebut, maka bangsa dan negara Indonesia, terikat secara moral dan politis untuk mengakui, menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak anak (Hendarso, Suyanto, and Dkk 2008).
Kewajiban penyelenggaraan pendidikan juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) menyatakan bahwa “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Ketentuan lain terdapat pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PerAn) menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan)  tahun untuk semua anak”. 

Penyelenggaraan urusan pengelolaan pendidikan, selain menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, urusan pengelolaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adapun yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menyebutkan bahwa:

“Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Perumahan rakyat;

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. Sosial.
Sebagaimana uraian Pasal 12 ayat (1) UU Pemda di atas menjelaskan bahwa untuk urusan pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah daerah/kota sebagai pembuat regulasi pada dasarnya memberikan jaminan pendidikan kepada setiap warga termasuk pada anak terlantar.
Peneliti memilih Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian dengan dasar pertimbangan pertama,  Surabaya sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Timur kota terbesar nomor dua setelah Jakarta. Kedua, Surabaya seringkali menjadi tujuan utama kaum urban yang ingin merubah nasib. Tidak heran jika suatu saat Surabaya menjadi kawasan mega urban atau extended metropolitan region, yakni sebuah perkotaan yang sangat luas dengan penduduk besar. Ketiga, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia rentan menjadi kekerasan di Surabaya.
Peraturan Daerah Kota Surabaya mengatur mengenai pendidikan pada anak yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perda Surabaya PPA) menyebutkan “Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak”. Kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak diatur dalam Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (selanjutnya disebut Perda Surabaya PP) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat”.

Uraian kedua peraturan daerah di atas dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah daerah menjamin perolehan hak pendidikan dengan program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun wajib diberikan kepada semua anak tanpa ada perbedaan. Pemerintah Kota Surabaya terlihat sangat memperhatikan pendidikan anak. Upaya-upaya pemerintah dalam hal pendidikan yakni, pendidikan gratis untuk warga Surabaya, beasiswa untuk warga Surabaya, dan pendidikan untuk anak jalanan, anak terlantar, anak putus sekolah, dan lain lain(Seruji 2019).
Berdasarkan informasi awal dengan wawancara yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kampung Anak Negeri (selanjutnya disebut UPTD KAN) yang berada di jalan Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Menurut penuturan ibu Erni Kepala UPTD KAN menuturkan bahwa, lembaga sosial yang dimiliki oleh pemerintah kota Surabaya salah satunya yaitu UPTD KAN yang menampung anak terlantar, anak jalanan, dan anak putus sekolah. UPTD KAN menampung sejumlah 31 (tiga puluh satu) anak bermasalah yang terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, anak korban dari orang tua (yang tidak diinginkan kehadirannya), dll. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak (yang diselanjutnya disebut UUPerAn, UU Sisdiknas, Perda Surabaya PPA, dan Perda Surabaya PP tentang wajib belajar minimal 9 (Sembilan) tahun membuat penulis tertarik melakukan penelitian terkait pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar oleh pemerintah daerah di UPTD KAN Kota Surabaya.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar di UPTD KAN Kota Surabaya berdasarkan Perda Surabaya PPA?
2. Bagaimana upaya UPTD KAN Kota Surabaya dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar?
METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat ataupun lingkungan masyarakat dengan tujuan yaitu menemukan fakta (fact-finding), setelah itu menuju pada identifikasi masalah (problem-identification) dan terakhir pada penyelesaian masalah (problem-solution)(Soekanto 1984). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Penelitian ini mempelajari objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia (Soekanto 1984). Pada penelitian kualitatif, pada saat mengumpulkan data dilapangan, peneliti berperan serta pada penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan kemasyarakatan(Moeleong 2014). 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di masyarakat melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, sedangkan data sekunder merpakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau abahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian(Fajar and Achmad 2007). Pada teknik pengolahan data primer yaitu, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis, sehingga dapat memudahkan peneliti melakukan analisis. Pada tahap pertama yaitu tahap triangulasi, editing, classifying, dan terakhir yaitu melakukan tahap verifying. 
Teknik analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan metode triangulasi sumber yaitu membandingkan,. Mencek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda(Bachri 2010). Penelitian ini juga menggunakan triangulasi metode yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama dan pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek recek(Bachri 2010).  Peneliti juga menganalisis menggunakan triangulasi teori yaitu memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap (Bachri 2010).
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hambatan Atas Pemenuhan Hak Pendidikan Pada Anak Terlantar Di UPTD KAN Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Surabaya Penyelenggaran Perlindungan Anak 
Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis mupun hukum tidak tertulis (Gultom 2008).

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan dir, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak (Gultom 2008).
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak. Untuk menjamin kesejahteraan warganya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan Hak Asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dan selanjutnya disebut UUD NRI  dalam Pasal 28A-28J yang memuat dari hak-hak setiap orang untuk hidup hingga kewajiban seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain. Hak pendidikan seseorang pada dasarnya diatur dalam Pasal 28C UUD NRI yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Dari pernyataan bunyi pasal di atas bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya yaitu dengan mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan orang itu sendiri. Pada Pasal 31 UUD NRI 1945 mengatur lebih lanjut terkait hak pendidikan yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Uraian pasal di atas dapat diinterpretasikan bahwa setiap rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi.


Pengaturan lebih khusus terdapat pada Pasal 34 UUD NRI yaitu menjelaskan mengenai fakir miskin dan anak terlantar yang menyebutkan bahwa: “Fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara”. Uraian pasal tersebut dapat dimaknai bahwa fakir miskin yang dimaksud yaitu pengemis, gelandangan, anak jalanan, pengamen, anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan yang dimaksud yaitu salah satunya hak mendapatkan pendidikan khususnya pada anak terlantar. 

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak. Hak-hak anak diatur secara rinci dalam Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA). Sehingga Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres RI Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia  mempunyai regulasi secara khusus yang berkaitan dengan Perlindungan Anak. Secara Yuridis, Indonesia mempunyai peraturan-peraturan tentang Perlindungan Anak yang tertuang dalam UU PerAn yaitu khususnya mengenai kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan anak terutama pada anak terlantar.  Adapun ketentuan yang mengatur mengenai tanggungjawab pemerintah yaitu:

a.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang   Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

1. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianyan dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun”.
2. Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.
3. Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa “wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 48 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.”

c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.”

Berdasarkan identifikasi penulis atas beberapa regulasi terkait tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan hak pendidikan anak terlantar adalah bersifat wajib, artinya bahwa negara dalam hal ini memiliki tugas penting dan tidak bisa diabaikan dalam hal pemenuhan pendidikan. Kewajiban atas tanggung jawab tersebut selanjutnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Urusan pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaan Umum;

d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;

e. Ketentraman, Ktertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan

f. Sosial.
Dapat disimpulkan bahwa mengenai urusan pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah daerah/kota sebagai pembuat regulasi pada dasarnya memberikan jaminan pendidikan kepada setiap warga termasuk pada anak terlantar.


Kota Surabaya telah memiliki regulasi yang memuat atas penyelenggaraan perlindungan anak dan mengatur mengenai pendidikan pada anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pendidikan Anak” Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak”. Dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya menjamin terselenggaranya pendidikan 12  (dua belas) tahun untuk semua anak, yakni baik anak jalanan, anak terlantar, anak bermasalah dan sebagainya.” 


Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melalui Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melaksankan sebagian tugas Dinas melalui UPTD. UPTD memiliki tugas di bidang pembinaan, pelayanan dan pengembangan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial ketelantaran atau anak yang mempunyai masalah.  Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah bahwa:

 “Anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak yang cacat.”

Pemerintah daerah Kota Surabaya dalam melaksanakan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa:

“PMKS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang tergolong pada salah satu atau lebih kategori permasalahan kesejahteraan  sosial sebagai berikut:

a. Kemiskinan;

b. Keterlantaran;

c. Kecacatan;

d. Ketunaan Sosial;

e. Korban Bencana;

f. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa keterlantaran termasuk dalam PMKS yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk mengatasi masalah kesejahteraan khususnya dibidang ketelantaran di Kota Surabaya maka Pemerintah Daerah wajib menangani hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial baik dalam keluarga maupun lingkungan.

Pemerintah wajib memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah khususnya ketelantaran. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah ketelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:

a. Identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah ketelantaran;

b. Perawatan dan pengasuhan;

c. Pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan, dan psiko sosial;

d. Reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial;

e. Pelayanan pemakaman. 
Dapat dilihat bahwa pada ketentuan di atas Pemerintah Daerah khususnya Kota Surabaya sangat wajib memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah ketelantaran.  Khususnya pada poin c bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko sosial yang ditujukan kepada khususnya anak terlantar.

Anak-anak terlantar yang di asuh di UPTD KAN sebagaimana pada Pasal 13 ayat (2) Perda PKS telah dilakukan identifikasi dari identitas anak. Untuk poin b mengenai perawatan dan pengasuhan, anak yang sudah teridentifikasi identitasnya kemudian di bawa ke asrama untuk mendapatkan sarana pelayanan kesejahteraan.  Adapun yang berhak mendapatkan sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang ketelantaran yaitu dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah ketelantaran meliputi:

a. Balita terlantar;

b. Anak terlantar;

c. Orang terlantar;

d. Keluarga bermasalah sosial psikologis, dan/atau 

e. Lanjut usia terlantar.”
 
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan hak pendidikan anak terlantar yang untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Surabaya sebagaimana dalam penelitian penulis ini secara normatif telah diatur sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya bagaimana upaya dari UPTD untuk dapat mengimplementasikan tanggung jawab tersebut sebagaimana akan dibahas pada permasalahan berikutnya.
Wawancara dilakukan dengan Ibu Erni Lutfiyah selaku kepala UPTD KAN pada hari Kamis ,tanggal 12 Mei 2020. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Erni Lutfiyah  dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya hal ini tidak serta merta dapat berjalan dengan lancar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

a. Faktor internal yang mempengaruhi ada dua yaitu:

1. Dari diri anak itu sendiri, yakni kemauan atau keinginan dan kemampuan intelektual dari anak sendiri yang mendorong dia mau bersekolah atau tidak;

2. Faktor pengawasan dari UPTD KAN yang kurang efektif mengingat jarak sekolah yang jauh dari lingkungan UPTD KAN, jarak antara sekolah satu dengan sekolah yang lain sangat jauh mengakibatkan pengasuh UPTD KAN kesulitan dalam pengawasan.

3. Kendala secara administrasi terkait proses pendidikan anak terlantar di sekolah. Beberapa anak tidak memiliki identitas seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain.
b. Faktor eksternal yang mempengaruhi terdiri yaitu lokasi sekolah yang dijadikan satu dengan anak-anak normal membuat anak-anak terlantar yang sekolah disana mendapatkan perlakuan bullying, sehingga banyak dari mereka tidak mau melanjutkan sekolah dan lebih memilih belajar dilingkungan pondok sosial bersama kakak pembina.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lutfiyah mengenai kendala administrasi pada anak terlantar dalam proses pendaftaran di sekolah dikarenakan tidak memiliki akta kelahiran, kartu keluarga, maupun identitas lainnya. Anak-anak terlantar ini juga tidak memiliki identitas khusus dari Pemerintah Daerah untiuk mempermudah dalam proses pengurusan apapun khususnya fasilitas dari pemerintah yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan lain lain. 
Hambatan dari pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di UPTD KAN Kota Surabaya jika ditelaah salah satunya terjadi karena faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai. Sarana atau fasilitas sangat penting dalam keberlangsungan suatu penegakan hukum agar berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, penambahan pengawas serta gedung sekolah yang lokasinya dekat dengan UPTD KAN. 
B. Upaya UPTD KAN Kota Surabaya dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kampung Anak Negeri (yang disebut UPTD KAN) bertempat di jalan Wonorejo Timur Nomor 130 Rungkut, Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya membina anak-anak jalanan, anak terlantar, anak putus sekolah, hingga anak-anak dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Anak-anak yang tinggal di UPTD KAN memiliki berbagai latar belakang. Mereka berasal dari anak putus sekolah, anak hasil penjangkauan, hingga anak-anak hasil penertiban razia Satpol PP di jalanan. Anak-anak tersebut akan dibina di UPTD KAN jika dari ahsil identifikasi mereka tidak memiliki keluarga.

Pembinaan yang dilakukan tidak hanya dilakukan secara formal, namun ada juga pembinaan melalui pengembangan bakat dan minat hingga anak-anak itu mampu menorehkan prestasi. Anak-anak di UPTD KAN juga mendapatkan pembinaan keagamaan, dengan mengajak mereka sholat secara berjamaah dan baca tulis Al Qur’an. Untuk siang harinya bagi anak-anak yang menempuh pendidikan kejar paket diberi kegiatan wirausaha. Pada malam hari mereka kemudian belajar keterampilan minat dan bakat, mulai dari seni melukis, musik, olahraga tinju, balap sepeda, dan silat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan. UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun susunan organisasi UPTD terdiri dari UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Sub Unit Pembinaan dan Pengembangan, serta Sub Unit Pelayanan.

Pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan masa depan anak-anak di Surabaya.  Keseriusan Pemerintah Kota Surabaya terhadap pendidikan khususnya dapat kita lihat dari beberapa program dan kinerja yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat kita lihat dari program pemerintah pada pendidikan gratis hingga jenjang SMA khusus warga Surabaya, beasiswa pendidikan, program pendidikan untuk anak terlantar dan jalanan, hingga perbaikan infrastruktur bangunan-bangunan sekolah. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai hak pendidikan anak terlantar yang ada di Kota Surabaya.

Anak-anak terlantar yang ada dim Kota Surabaya ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). petugas kemudian mendata identitas anak-anak ini, kemudian di bawah ke Lingkungan Pondol Sosial (Liponsos) di bawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya. Anak terlantar yang terkena razia berkali-kali akan di bawah ke UPTD KAN yang merupakan panti rehabilitasi sosial yang berada di Wonorejo. 

Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melaksanakan perlindungan anak terlantar melalui UPTD KAN melakukan pembinaan yaitu pendidikan secara formal dan pendidikan non-formal. Adapun pendidikan formal yang dimaksud yaitu jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidiakan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.


Kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar menengah sampai tamat”.  Dari kedua regulasi di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan pendidikan pada anak tanpa ada perbedaan. Di Kota Surabaya anak anak terlantar ditampung di UPTD Kampung Anak Negeri yang berada di jalan Wonorejo, Rungkut, Surabaya.  Sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Kampung anak Negeri adalah tempat untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan pelayanan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

UPTD Kamapung Anak Negeri merupakan lembaga sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya yang menampung anak terlantar, anak jalanan, anak putus sekolah, dan sebagainya. UPTD KAN menampung sejumlah 31 anak bermasalah. Anak-anak ini mulai berusia dari umur 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar menengah sampai tamat”.   Sebagaimana peraturan di atas anak anak yang di UPTD KAN diberi fasilitas pendidikan yaitu menempuh jenjang pendidikan formal sesuai umur masing-masing. Namun pada faktanya masih ada anak yang tidak bersekolah. 

UPTD KAN dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya saling bekerjasama dalam penanganan pendidikan anak terlantar di Kota Surabaya.  Namun, untuk Dinas Pendidikan hanya sebatas membantu mengupayakan pelaksanaan pendidikan anak terlantar di Kota Surabaya. Sekolah-sekolah formal yang berada di Surabaya tidak semua menerima siswa siswi yang berkaitan dengan anak terlantar. Sekolah yang mendapat rujukan dari Pemerintah Daerah yang dapat menerima anak-anak terlantar bersekolah di sana.
Tabel. 1

Nama Anak Asuh Yang Mengikuti Pembinaan UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya Tahun 2018

	NO
	NAMA
	PENDIDIKAN TERAKHIR
	JENIS MASALAH

	1.
	M. Sugeng Hidayat

NIK. 357824070396002
	SMP
	Anak Terlantar

	2.
	Muhammad Ketut Purnomo

NIK.3505132005980001
	SMA
	Anak Terlantar

	3.
	Hendra Putra Pangestu

NIK.3578061702000011
	SD
	Anak Jalanan

	4.
	Achmad Syafii

NIK.3578111405980008
	SMP
	Anak Jalanan

	5.
	Bagus Gede Setiawan

NIK.1256121302040004
	SMP
	Anak Terlantar

	6.
	Aris Aditya
	Drop Out SMP
	Anak Jalanan

	7.
	Risky Subroto

NIK.3578030905050003
	Drop Out SMP
	Anak Terlantar

	8.
	Muhammad Yusup

NIK.3517113007980001
	SD
	Anak jalanan

	9.
	Ismail Zakariya

NIK.3578161801990002
	SMA
	Anak Terlantar

	10.
	Luhur Aditya Prasoja

NIK.3578211002020002
	Drop Out SMA
	Anak Terlantar

	11.
	Dadang
	SMP
	Anak Terlantar

	12.
	Dede Ari  Saputra
	SMA
	Anak Terlantar

	13.
	Esti Ramadani
	Drop Out SMP
	Anak Jalanan

	14.
	Muhammad Rajesh R
NIK.3578063110050006
	SMP
	Anak Terlantar

	15.
	Bledeg Sang Heta

NIK.3515131211990001`
	SD
	Anak Terlantar

	16.
	Jushua Fajaria Eriksa P
	SMA
	Anak jalanan

	17.
	Bintang Widi Ali Surgana

NIK. 3578160605030007
	Drop Out SMP
	Anak terlantar

	18.
	Aryas Mahotrah

NIK. 3527080506040004
	Drop Out SMP
	Anak Terlantar

	19.
	Moch. Zainul Arifin

NIK. 3578072407980002
	SD
	Anak Terlantar

	20.
	Muhammad Aditya P

NIK.3578241105030001
	Drop Out SMP
	Anak Jalanan

	21.
	Syahrul Setiawan
	Drop Out SMP
	Anak Terlantar

	22.
	Radit Pribadi Tegar

NIK. 1256133010050002
	Drop Out SMP
	Anak Terlantar

	23.
	Gwyn Ceryl Erby Wasta
	Dop Out SMP
	Anak Terlantar

	24.
	Nadiv deco

NIK. 3578102103080002
	SD
	Anak Terlantar

	25.
	M.Fajar Noval Ramadhani
	Drop Out SMP
	Anak Terlantar

	26.
	Aditya Sukarno P

NIK. 3578210601080003
	Drop Out SD
	Anak Terlantar

	27.
	Kresna Sang Wisnu

NIK.357803107020003
	Drop Out SMP
	Anak Jalanan

	28.
	Muhammad hasyim


	SD
	Anak Terlantar

	29.
	Lukman Januari
	Drop Out SMP
	Anak Jalanan

	30.
	Johan Puli
	Drop Out SMP
	Anak Terlantar

	31.
	Roni Sianturi
	Drop Out SMA
	Anak Terlantar

	32.
	Ari Mukti
	SMA
	Anak terlantar

	33.
	Fajar Ahmad
	SD
	Anak Terlantar

	34.
	Dalil bagas
	SD
	Anak Jalanan

	35.
	Sugeng Harianto
	SD
	Anak terlantar


Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis daerah Kampung Anak Negeri
 Berdasarkan data pada tabel 1 jumlah anak yang ditampung di UPTD KAN Kota Surabaya sejumlah 35 anak. Dari 35 anak tersebut terdiri dari 26 anak terlantar dan terdiri dari 9 anak jalanan. Berdasarkan data yang menempuh pendidikan yaitu terdapat 9 orang anak menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD), 5 orang anak menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP), 5 orang anak menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 orang anak berstatus drop out SD, 13 orang anak berstatus drop out SMP, dan 2 orang anak berstatus drop out SMA. Dapat diketahui bahwa masih ada beberapa anak yang tidak bersekolah dengan faktor dan alasan yang berbeda beda.  

Ibu Lutfiyah selaku kepala UPTD KAN memaparkan  bahwa dalam pelaksanaan pendidikan pada anak terlantar ada dua upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif yang dilakukan yakni menyekolahkan anak-anak terlantar di sekolah rujukan Pemerintah Daerah,  selain itu untuk memberikan perlindungan dalam hal pendidikan yakni terus  membangun relasi dengan berbagai bihak dalam  pengembangan UPTD KAN, sehingga UPTD KAN dapat mempererat kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menunjang pendidikan terbaik anak-anak terlantar. Untuk selanjutnya yaitu upaya represif, yakni yang dilakukan oleh UPTD KAN untuk menghadapi jika ada anak-anak terlantar yang tidak berkeinginan untuk sekolah yaitu dengan memberikan wawasan dan bimbingan betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan. Anak-anak terlantar yang berada di UPTD KAN akan dikenakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan di UPTD KAN.
UPTD KAN sebagai tempat menampung anak-anak terlantar di Kota Surabaya pada dasarnya telah mengupayakan secara maksimal hak dan kewajiban anak-anak tersebut. 
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perihal mengenai tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dalam penelitian penelitian ini yaitu melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas melalui UPTD KAN. Dalam Pelaksanaan pendidikan pada anak, Pemerintah Kota Surabaya memiliki regulasi tersendiri. Sehingga dari regulasi tersebut dapat dilakukan identifikasi mulai dari identitas diri anak yang bertujuan untuk mengetahui kriteria yang berhak mendapatkan sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang ketelantaran.

2. Upaya UPTD KAN Kota Surabaya dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar yaitu upaya preventif maupun upaya represif, namun demikian upaya tersebut masih belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan minat belajar atau sekolah dari diri anak itu sendiri sangat rendah. Kurangnya sistem pengawasan di UPTD KAN juga sangat kurang dikarenakan sedikitnya pengawas. Selain itu kelengkapan administrasi anak-anak yang ada di UPTD KAN tidak lengkap dan tidak adanya identitas khusus bagi anak terlantar akan mempersulit dalam proses pendaftaran sekolah.

Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Surabaya seharusnya lebih memperhatikan pelaksanaan regulasi yang sudah di tentukan dari Pemerintah Kota sehingga dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan adanya pemenuhan hak-hak pendidikan anak terlantar. Perlu adanya bantuan dan dukungan dari Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Dinas Sosial ataupun Dinas terkait dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak terlantar.
2. Kepada UPTD KAN seharusnya dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak terlantar perlu disusun Standar Operasional Prosedur SOP yang jelas sehingga pelaksanaan nya efektif. UPTD KAN juga harus memperhatikan terkait pemenuhan sarana dan prasarana dan tenaga pendamping untuk dapat melaksanakan pemenuhan hak–hak anak terlantar. Selain kerjasama dengan pihak internal, pihak UPTD KAN dapat memaksimalkan kerjasaman dengan pihak-pihak eksternal untuk memenuhi hak pendidikan anak terlantar diantaranya bekerja sama dengan Lembaga Bimbingan Belajar (atau selanjutnya disebut LBB) dan lembaga lain yang dapat membantu memenuhi hak pendidikan anak terlantar.
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